
 

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 

TAHUN 2025 

 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 
 

Nama : RADEN JATI BAYUBROTO, SH, M.Hum 

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

 

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH 

Jabatan : Bupati Bantul  

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

 

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 
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H. ABDUL HALIM MUSLIH 

Bantul, 19 September 2025 
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RADEN JATI BAYUBROTO, SH, M.Hum 

NIP. 19700525 199003 1 002 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
 
Komplek Pemda II, Jl Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul 55711 

Telepon:(0274) 367509 psw 405, 407, Faksimile:(0274) 368078 
Posel: satpolpp@bantulkab.go.id     Website 

http://www.satpolpp.bantulkab.go.id 

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
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LAMPIRAN 1 

TABEL KINERJA 

TAHUN 2025 

 

Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja 

Jabatan : Kepala Satuan 

Tahun Anggaran : 2025 

 

No Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Satuan 
Target 

Tahunan 
Triwulan Target 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Menciptakan 

lingkungan yang 

tertib, aman, 

tenteram serta 

memastikan 

perlindungan 

terhadap 

masyarakat dari 

berbagai bentuk 

gangguan 

ketenteraman dan 

ketertiban umum 

Indeks 

Penyelenggaraan 

Ketenteraman 

dan Ketertiban 

Umum (IPKKU) 

indeks 

 

74 I  

II  

III  

IV 74 * 

Indeks 

Penyelenggaraan 

Manajemen 

Satuan 

Perlindungan 

Masyarakat (IPM 

Satlinmas) 

indeks 74 I  

II  

III  

IV 74 * 

1.1 Meningkatnya  

stabilitas  

ketenteraman,  

ketertiban  

umum dan  

perlindungan  

masyarakat 

Cakupan  

pengendalian  

ketertiban umum,  

ketenteraman dan  

perlindungan  

masyarakat 

 

% 68,05 I  

II  

III  

IV 68,05 * 

 

Keterangan: 

  

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan 

anggaran sebagai berikut: 

 

No Nama Program Anggaran 

 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp  5.284.617.361 

 
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

Rp10.018.932.737 

 Jumlah Anggaran Rp15.303.550.098 
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2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome. 
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LAMPIRAN 2 

PENJELASAN KINERJA 

TAHUN 2025 

 

Uraian Sasaran : 

 

“Meningkatnya stabilitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat” 

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah keberhasilan dalam menjaga stabilitas 

kehidupan masyarakat yang damai, tertib dan teratur yang diindikasikan dari berkurangnya 

gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dan perilaku masyarakat yang lebih patuh 

terhadap peraturan hukum. Dengan meningkatnya stabilitas kehidupan masyarakat yang 

berkualitas tersebut diharapkan mampu mendukung kelancaran pembangunan dalam rangka 

mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dasar hukum dalam mencapai 

kinerja antara lain : 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 

mengatur bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

diantaranya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 

4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul 

 

Indikator Kinerja : 

 

Sasaran kinerja ini memiliki 1 buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara 

langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain : 

 

No, Uraian Relevansi Formulasi Sumber Data 

1. Cakupan  

pengendalian  

ketertiban 

umum,  

ketenteraman 

dan  

perlindungan  

masyarakat 

 

Gangguan ketenteraman 

dan ketertiban umum 

adalah gangguan trantibum 

yang dilaporkan lewat 

pengaduan dan wajib 

diselesaikan sesuai SOP 

yang ada baik secara 

yusitisi perda/perkada 

maupun non yustisi. 

Gangguan trantibum dapat 

dicegah dan diselesaikan 

dengan melibatkan 

petugas linmas yang 

terlatih. Pengendalian 

Cakupan 

pengendalian 

ketertiban  

umum, ketenteraman, 

dan  

perlindungan 

masyarakat = 30%  

persentase gangguan 

tibumtranmas  

yang diselesaikan + 

30% persentase  

perda dan perkada 

yang ditegakkan +  

Call center, E-

Lapor, media 

sosial, dan 

buku aduan 
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ketertiban umum, 

ketenteraman dan 

perlindungan masyarakat 

ini menunjukkan adanya 

peningkatan pelayanan 

dasar urusan 

trantibumlinmas. 

 

40% persentase 

petugas Linmas yang  

Terlatih 

 

Target Kinerja : 

 

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja 

yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut : 

 

Indikator Kinerja Target Penjelasan 

Cakupan  

pengendalian  

ketertiban umum,  

ketenteraman dan  

perlindungan  

masyarakat 

 

68,05 

persen 

Target sesuai dengan dokumen Renstra Satpol PP 

Kabupaten Bantul periode tahun 2025-2029. 

Capaian cakupan pengendalian ketertiban umum, 

ketenteraman dan perlindungan masyarakat tahun 

2024 sebesar 64,02%. Target tahun 2025 telah 

meningkat dari tahun 2025. 
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